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Menimbang : a. 1ahwa lahan pertanian pangan merupakan .bagian dari 
9umi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
Jntuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; 

b. Jahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta 

Jerkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten 
I 

Bombana mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian 
plangan dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian 

I · di · d pangan menja 1 non pertaman. yang apat mengancam 
! 

daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, 
I 

k'etahanan, dan kedaulatan pangan; 

c. bbwa untuk melaksanakan perlindungan lahan 
Jertanian pangan berkelanjutan diperlukan pedoman 
Jntuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, 
t~rpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil 

I ja; 
d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 

-tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
P~ngan Berkelanjutan, maka dalam rangka 
Jengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di 
vk1ayah Kabupaten Bombana- perlu untuk membentuk 

Jeraturan Daerah; ~ . 

BUPATI BOMBANA, 

PERLINDUNIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
I 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

NOMOR n: TAHUN 2021 

BUPATI BOMBANA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



e. 9ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

tmaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d, 

1erlu 
menetapkan Peraturan Daerah ten tang 

lrlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

1. ~asal 18 ayat ·(6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

I 
2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang I . 

1embentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 

dF Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

! 
lr4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4339); 

! 
' 3. .Undang-Undang Nomor 26 .Tahun 2007 tentang Penataan 
I 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
I 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
! 

Nomor 4 725); 
I 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
P~rlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

.(tlembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor +9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

1omor 
5068); 

5. u1dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

I 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tbbahan Lembaran -Negara -Republik Indonesia 
N6mor5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

1 
~ndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

I Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Nbgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
I 

6198); 
6. Undang-Undang Nomor .. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(rkmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
2k1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesraj 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Tahun 2012 tentang 
Pertanian Pangan 

ten tang 
Republik 

I 
1omor 

5360); 

7. l!Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
I 

1emerintahan 
Daerah (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
I 

fegara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah · 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

I 
~omor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran 
~egara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara .. Republik Indonesia Nomor 
I 

1573); 

8. P,eraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
I 

1enetapan 
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
I 

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
I 

lepublik Indonesia Nomor 5185); 

9. lera~ran Pe~erintah Nomor 12 
-Insentif Perlindungan Lahan 

I 
Berkelanjutan 

I 
Tahun 2012 

I 
lepublik Indonesia Nomor 5179}; 

10. 1eraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
I 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
I 

46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
I 

1283); 

11. ~eraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang 
~embiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

I 
iahun 2012 Nomor 55"' Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5288); 

I 
12. 1eraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran 

I 
Negara .Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, 

I 
iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6633); l 
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Dall Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. olerah adalah Daerah Kabupaten Bombana. 

2. Peberintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

peryelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana I 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 
BABI 

MEMUTUSKAN : 
I 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN 
I 

PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

I 

BUPATI BOMBANA 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BOMBANA 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ientang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

I 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

I 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
I 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 

I 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
I 

.Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
I 
Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

I 
2018 Nomor 157); 

I 
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 

I 
Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

I 
Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
I 
Tenggara Nomor 15 Tahun 2013); 

I 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 

I 
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
I 
Bombana Tahun 2013-2033; 
I 
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yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang 

mJnjadi kewenangan daerah otonom. 

3. BJpati adalah Bupati Bombana. 

4. nJwan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

diiingkat DPRD adalah Iembaga perwakilan rakyat daerah 
KJbupaten Bombana yang berkedudukan sebagai unsur 

pJnyelenggara pemerintahan daerah. 

5. PJrangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu 
Bbpati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
dJlam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
Jenjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 

I . 
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bombana. 

7. L1an adalah -bagian daratan dari permukaan bumi sebagai 
sJatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap 
rktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, 
rJlief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara 

I 
alami maupun akibat pengaruh manusia. 

8. Lkan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan 
uhtuk usaha pertanian. 

I 
9. Lhlian Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya 

I 
disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang 

I 
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara 
k~nsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi 

I 
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangandaerah. 

10. Llhan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 
11an potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar 

I 
~sesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk 

I 
dimanfaatkan sebagai Lahan Peratanian Pangan 

I 
ierkelanjutan pada masa yang akan datang. 

11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
a~alah sistem dan proses dalam merencanakan dan 

I menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan 
Jembina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian 

Jangan dan kawasannya secara berkelanjutan/ 
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18. 

17. 

16. 

15. 

14. 

13. 

Penetapan Lahan Pertanian . Pangan Berkelanjutan adalah 
prbses mcnetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan 
BJrkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan 

I 
kerntuan peraturan perundang-undangan. 

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 
pehibahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
mJnjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

I 
baik secara tetap maupun sementara. 

I 
Ka~asan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai 
kekatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber 
da~a alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tern pat 
peiniukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 

I 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

Kakasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah 
bubidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang 
mJmiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
dah/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Be~kelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi 
utl.rna mendukung kemandirian, ketahanan, dan 
ke~aulatan pangan daerah dan nasional. 

Pehanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola 
laJan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, 

I 
teriaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan 

I 
dari ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat 

Kelnandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan 
I 

dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan 
I 

pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan 
pabgan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam 
jmJiiah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, 
yJg didukung oleh sumber- sumber pangan yang beragam 

I 
sesuai dengan keragaman lokal. 

Kelahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan 
b I. h · d · ct· agr ruma tangga yang tercerrmn an terse ianya pangan 
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, 

dJterjangkaul 

12. 
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26. 

25. 

24~ 

23. 

22. 

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang 
sebara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, 
yabg menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta 
mbmberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan 
siJtem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi 

I sumber daya lokal. 

eJtani Pangan. yang selanjutnya. disebut Petani, adalah 
selap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang 
mbngusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di 

I 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Sjtiap orang adalah orang. perseorangan atau korporasi 
bJm yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. 

PJngan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari 
sJmber hayati, baik nabati maupun hewani, yang 
diberuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi 

I • manusia. 
I 

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk 
I . . menunjang pertaman. 

Tkah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak 
oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bbigunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar 
pJnguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak 
di~ergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
kJadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau 

I dasar penguasaannya. 

Lian Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air 
ybig tidak mencukupi. kesuburan tanah dan tanaman 
sJperti tanah kapur /karst dan tanah pasir. 

Kbnsen1asi Tanah dengan .menggunakan Bahan Kimia 
I 

adalah metode konservasi dengan memanfaatkan bahan 
ldmia bias berupa menggunakan organik maupun 
aborganik sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan + pada tanah karena bahan kimia tersebut berfungsi 
sebagai pemantap tanah agar struktur tanahnya dapaf 

19. 
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diperbaiki dan tanah akan mengalami resistensi terhadap 
I . eros1. 

27. Rdncana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang 
I 

Wilayah Kabupaten Bombana. 

28. RJncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
I 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pelmbangunan daerah untuk periode 5 (lima] tahunan 

I Kabupaten Bombana. 
I 29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2d17-2022 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah 
ddkumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 
(lika) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 

I 
2022. 

30. RJncana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
di~ingkat RKPD adalah. suatu dokumen perencanaan 
pJmbangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan 
yJng merupakan hasil Musyawarah Perencanaan 
Pdmbangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

31. Lian beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari 
jJ.mgan irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah 
bJririgasi -semi teknis, sawah beririgasi -sederhana dan sawah 

I perdesaan. 

32_ Lkan tidak beririgasi adalah lahan. yang meliputi sawah 
Jdah hujan dan lahan kering. 

33. Lian pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan 
cJdangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah terlantar, 
+ah bekas kawasan hutan, dan/ atau lahan pertanian yang 
disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan 

btkelanjutan yang dialihfungsikan. 

34. Gariti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat 
fitik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah 
kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, 
dln/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah 
~g dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik' 
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Pasal 3 

Maksjd ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebazai dasar 

dalam lperlindungan lahan pertanian pangan berkelanjuW.: melalui 
pengeJdalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di 

da~{ 

B kl . _ er relanjutan Perlindlngan Lahan Pertanian Pangan 
diselenggarakan berdasarkan asas : 

I 
a. manfaat; 

b. keb,rlanjutan dan konsisten; 
c. keterpaduan; 
d. ketefbukaan dan akuntabilitas; 

I e. kebersamaan dan gotong royong; 
f J . ·r . p~s1pati; 
g~ keadilan; 

h. kese~asian, keselarasan, dan keseimbangan; 
1.. keleita.rian lingkungan clan kearifan lokal; 
· ct I a1i · J. esentr sasi; 

k, tan~gjawab negara; 
I 1. keragaman;dan 

m. soJial dan budaya 

Pasal 2 

dari · tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena 
I pengadaan tanah. 

sJtem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang 

11· . di d . d me iputi penye aan ata, penyeragaman, penyimpanan an 
pengamanan, pengolahan · pembuatan produk informasi 

I . :_r. • ct . r. . penyampaian mrormasi an oenggunaan mrormasi yang ~ I ~ ~ 
telkait satu sama lain; serta penyelenggaraan mekanismenya 
pada Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

35. 

-9- 



Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berk ell ju tan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi: 
a. perencanaan 
b I . . penetapan; 

I c. pengembangan; 

d 11 .. . pene itian; 
I e. pemanfaatan; 

f. per+dungan dan pemberdayaan petani; 

g. pemrinaan; 
h. pengendalian 
. I 
1. pengawasan; 
. . I . "' . J· sistem mtormasi 

I 
k. pembiayaan; 

I. perah serta masyarakat. ( 

Pasal 5 

Tujuan lditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: 
a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian 

I Pangan; 
b. mendendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan; 
c .. mewiljudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 

I . al pangan nasron ; 
d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan 

b . I . agt petani; 
I e. memberikan keoastian usaha bazi oelaku usaha tani: I . ~ • . 

f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan 
g. meli!dungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara 

berkllanjutan 

Pasal 4 
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(6) Rencana Perlindungan Lah.an Pertanian Pangan Berkelanjutan 
s~bagaimana dimaksud pada ayat (l} meliputi: 
aJ rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua 

puluh] tahun; 
b rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) 

tahun.dan I 

(5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
sJbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kebijakan; 
b. strategi; 
c. program; 
d. rencana pembiayaan; dan 
e. evaluasi. 

a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; 
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; ·dan 
c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. 

-(3} Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
sJbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap 
klwasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan 
k l. enng. 

(41 R1ncana Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan 
bJrkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

I 
dilakukan terhadap: 
a. tanah terlantar; 
b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan 
c. kawasan lahan marginal. 

(2) 

(1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan 
pekanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah 

I tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD. 

RJncana Perlindungan Lah.an Pertanian Pangan Berkelanjutan 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: 

Pasal 6 

BAB-IT 

PERENCANMN 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi 
I 

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam 
Pbraturan Bupati. { 

(4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud 
p!da ayat (1} Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan 
P~rtanian Pangan Berkelanjutan. 

I 
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang 

I beranggotakan: 
a. unsur pemerintah daerah; 
-b, pemangku kepentingan terkait; dan. 
c. masyarakat petani. 

(3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
a}at (2) dengan memperhatikan: 
a. kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani; 
b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan; dan 
c. rencana tata ruang wilayah. 

(2) 

Pemerin tah Daerah melalui Dinas menyusun Program 
KJgiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
pJda kawasan lahan dan ·cadangan lahan pertanian pangan 
bJrkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). 

PJnyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
a)at (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap: 
a. inventarisasi data; 
b. koordinasi dengan instansi terkait; 
c. menarnpung aspirasi masyarakat; dan 
d. koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan. 

(1) 

Pasal 7 

c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) 
I tahun. 
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Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanj:utan 
sebagkana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a 
merup~an bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan 
PerdeJaan di daerah dalam rencana tata ruang kabupaten 
sesu · dengan ketentuan peraturan perundang-undanganl 

Pasal 10 

Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 
I dengan penetapan: 

a, kawksan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 
b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar 

Kaw~san Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan 
c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam 

dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pasal 9 

BAB III 

PENETAPAN 

berkelanjutan; 
b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 
c. upaya mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan; 
d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan 
e. pembiayaan. 

·(1) Dinas mengusulkan. Program Kegiatan Perlindungan Lahan 
Pebnian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati. 

uJulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
aykt ( 1} dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana 

I Pembangunan Daerah. 

(3) ulu1an Program Kegiatan sebagaimana dirnaksud pada 
I ayat (2) harus memuat: 

· a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan 

(2) 

Pasal 8 
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a. intensifikasi lahan pertanian pangan; 
b. ekstensifi.kasi Iahan pertanian pangan; 

c. di.versifikasi lahan pertanian panganf an 
d. rehabilitasi lahan pertanian pangan l 

(2) 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap 
PJrlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui 

I · · 1ah optimasi an pangan. 

obtimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
1~1! . meliputi; 

Pasal 12 

Bagian. Kesatu 
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

BAB-IV 

PENGEMBANGAN 

(4) 

(3) 

(2) 

Pemerintah Daerah menetapkan Laban Pertanian Pangan I . . 
Berkelanjutan seluas 12.106 Ha (dua belas ribu seratus 

en~m) dan Lahan · Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan seluas 617 Ha (enam ratus tujuh belas). 

LJas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 
dikaksud padaayat ( 1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 

( sJtu) ka1i dalam 5 (lima) tahun. 

Ljas sebaran Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 
pe~a sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk masing 
mlsing Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I 
dab lampiran II dan . merupakan bagian yang tidak 

teb,isahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Ljas. sebaran Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing 
oJsa/ Kelurahan ditetapkan oleh Bupati. 

(1) 

Pasal 11 

-14- 



dimaksud Diversrikasi lahan pertanian pangan seb7aimana 
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dengan cara: 

Pasal 15 

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud. 
I 

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dengan cara: 

a. pembfaatan lahan marginal; 
I b. pemanfaatan lahan terlantar; 

c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan; dan 
d. pemkfaatan lahan hutan sebagai lahan pertanian pangan 

berkblanjutan melalui program PHBM. 

Pasal 14 

Intensiflkasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud 
I 

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dengan cara: 
a. penibgkatan kesuburan tanah melalui pemupukan; 
b. penibgkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui: 

1. Jenggantian hijauan pakan ternak; 

2. ~engembangan pakan alternatif untuk perikanan dan 
·peternakan· dan 

3. 4eningka~ kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil 
I . pertanian; 

c. penihgkatan kualitas benih dan/ atau bibit melalui: 
1. Jenyediaan bibit.unggul; 
2. plenyediaan kebun induk; dan 

3. Jengembangan pusat perbenihan; 
d. penJegahan, penanggulangan hama dan penyakit; 

lb . . . e .. pengem angan mgasi; 
f I b · · · 1a1· . pengem angan movasi pertanian me tu: 

1. Jengembangan wisata pertanian; dan 
2. Jemanfaatan teknologi pertanian; 

g. penf uhan pertanian; dan/ atau 

h. jaminan akses permodalan. 

Pasal 13 
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a. .tanah terse but .telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi 
sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak 
dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat 

dan tujuan pemberian bak; ( 

(2) 

{l) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan 
pJrtanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, 

I 
lahan terlantar, dan .lahan di ·bawah tegakan tanaman 

I 
tahunan. 

I Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan 
I 

berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana 
dihiaksud pada ayat ( 1) terhadap: 
a. lahan pasrr dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan 

untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata. 
b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan 

oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi. 

(3) Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan 
bJrkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dirnaksud 

I pada ayat ( 1) terhadap: 

Pasal 17 

Bagian Kedua 
Penambahan Cadangan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Rehabilitasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1'2 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara: 

a. meJperbaiki kembali lahan pertanian pangan; 

b. mem~lihkan kembali lahan pertanian pangan; dan 
I 

c. meningkatkan kondisi lahan pertanian yang rusak atau kritis. 

Pasal 16 

a. pola tanam; 

b. tumJang sari; dan/ atau 
. I . a c. sistem pertaman terpa u. 
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(1) Pemerintah daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan 
berJelanjutan yang telah ditetapkan. 

(2) Lahl.n yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 
Berilelanjutan dilarang dialihfungsikan. 

(3) Larkgan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikebualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian 
pan!an berkelanjutan oleh pemerintah atau, pemerintah daerah 

I dalam rangka: 
I - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 

b. p)oyek strategis nasional; atau 
c. tebadi bencana alam. 

(4) PenJalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan 
perclnian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan 
proykk strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

.huruf a dan .b, hanya dapat dilakukan dengan syarat: 
I 

a. dilakukan kajian kelayakan strategis; 
b. ru!usun rencana alih fungsi lahan; 
c. wtebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan { 

Pasal 18 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABV 
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

b. ltanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak 
jdimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; 
a tau 

c. f ekas galian bahan tambang yang telah direklamasi. 

Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan 
be~kelanjutan pada lahan di bawah tegakan tanaman 

I 
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: 

I 
a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; 

I 
b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat 

I k di · ruang untu itanami tanaman pangan. 

(4) 
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(1) Alih fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
dilakukan dalam rangka pengadaan Lahan untuk 
k I · k · · a1 - epentingan umum atau proye strategis nasion 
sebJgaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan 
b, tJrbatas pada kepentingan umum yang meliputi: 

I 
a. jalan umum; 

I b. waduk; 
I c. bendungan; 
I 

d. irigasi; 
t . . . b ih e. saruran air mmum atau air ersi ; 

f d i . d . . . - rainase an samtasi; 
b l . g. rgunan pengarran; 

h. pelabuhan; 
I 

1. bandar udara; 
. I . t J. terminal; 
k. rJsilitas keselamatan umum; 

I I. cagar alam; dan/ atau 
I b gki d · · Ii ik m. pem an t an jarmgan stn . 

(2) AliJ fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk 
kepbntingan umum atau proyek strategis nasional 
seblgaimana dimaksud pada Pasal 18 .ayat (3) juga dapat 

I 
dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum 
lain~ya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat 
dalJ.m rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana 
tatd ruang wilayah daerah. 

(3) Pen~alihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan 
sebhgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
deJgan mengganti luasan lahan pertanian pangan 
berkelanjutan yang akan dialihfungsikan. ( 

Pasal 19 

d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian 

pJngan berkelanjutan yang dialihfungsikan. 
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(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang 

meJgakibatkan beralih fungsinya lahan pertanian pangan I 
Pasal 22 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
diperoIJh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 
dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan 
dalam kondisi siap tanam. 

Pasal 21 

(2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang 
disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 
Pasch · 1 s ayat (3) huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban 

mel~kan: 
a. p~mbebasan kepemilikan hak atas tanah; dan 
b. pbnyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan 

bbrkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
sJtelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan 

I perundang-undangan. 

(3) PeJberian ganti rugi kepada pemilik .lahan atas tanah yang 
I 

dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
I perundang-undangan. 

(-1) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan b dilakukan oleh 

I badan.yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana 
sesJai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

(4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan 
sebJgaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak 
yan~ mengalihfungsikan. 
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Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat ( 1 huruf b paling sedikit mencakup : l 

Pasal 24 

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (1} huruf a paling sedikit mencakup: 
a. lual dan lokasi yang akan dialihfungsikan; 
b. potbnsi kehilangan hasil; 

I 
c. resiko kerugian investasi; dan 
d. ctarhpak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya. 

Pasal 23 

berkelanjutan harus memenuhi persyaratan: 
I iliki kaii k I akan . a. menu 1 1 ~1an e ay strategis; 

b. '1empunyai rencana alih fungsi lahan; 
c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan 
d. kJtersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian 

Pkgan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. 

(2) Pentediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan 
Ber~elanjutan yang dialih fungsikan sebagaimana dimaksud 
dalJm~yat ( 1) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, 
denian ketentuan sebagai berikut: 
a. p1ling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialih 

'r I ik lah b · · · ungsi an an ermgasi; 
b. pking sedikit 2 (dua) kali luas .lahan dalam hal yang dialih 

rJngsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non 
pksang surut (lebak); dan 

c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan · dalam hal yang dialih 
rJngsikan lahan tidak · beririgasi. 

(3) Peniediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan 
Perianian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayal (2) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana 

I Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) 
maJpun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi 
terJait pada saat alih fungsi direncanakan. 
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(1) Lali.an pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
( 1) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan 
dalam kondisi siap tanam. 

(2) LJan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dipfroleh dari: 
a pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian 

I 
langan Berkelanjutan; 

b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan 
I 

lertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah 
terlantar dan/ atau tanah bekas kawasan hutan; atau 

c. Jenetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian 
I ~ .I . P.angan Berkelanjutan. [ 

Pasal 26 

kepemilikan hak atas tanah pada lahan 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf c 

(1) Pembebasan 
b l . se agaimana I . 

dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang 
melkJrukan alihfungsi. 

(2) Beskran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I 

dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga 
I pertanahan. 

(3) Pellsanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan 
penbtapan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 
ayal (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

I perundang-undangan. 

Pasal 25 

a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; 

b. jadJal alihfungsi; 

c. luaJ dan Jokasi lahan pengganti; 

d. jad1al penyediaan lahan pengganti; dan 

e. pemanfaatan lahan pengganti. 
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(1) Segala .bentuk perizinan yang mengakibatkan alihfungsi Laban 
I . 

Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali 
unluk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I 
18 jayat (1). 

· (2) Setiap orang yang melakukan alih · fungsi tan ah Lah an 
Pefanian Pangan Berkelanjutan di Iuar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan 
keJdaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai 
ke.idaan semula. [ 

Pasal 29 

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
I 

dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud 
dalJ.m Pasal 18 ayat (3) huruf c hanya dapat ditetapkan setelah 
tersbdia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 lyat (1) huruf d. 

(2) DalL hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
a;al (3) huruf c mengakibatkan hilang atau rusaknya 
infrkstruktur secara permanen dan pembangunan 
infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda maka alih fungsi 
LJan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan 
dedgan ketentuan: 
a. di.embebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan 
b. rhenyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian 

I 
langan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. 

Pasal 28 

Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan: 

I a. luasan hamparan lahan; 
b. tingkkt produktivitas lahan; dan 

I 
c. kondisi infrastruktur dasar. 

Pasal 27 
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(1) Pe1setujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan 
dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi. 

I 
(2) Vetifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

ruJ verifikasi yang dibentuk oleh Bupati. 

(3) KeLggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) lterdiri dari: 
a. -rerangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang 

pertanian; /_ 

Pasal 32 

-(1) Pengalihfungsian yang dilakukan terhadap lahan pertanian 
pJgan berkelanjutan dalam 1 (satu) kabupaten diusulkan oleh 
pnJakyang mengalihfungsikan kepada Bupati. 

(2) usLan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
setblah mendapat rekomendasi dari Menteri yang 
mehyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian. 

Pasal 31 

Bagian Ketiga 
Tata Cara 

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak 
irigksi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan 
tankh Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

I 
(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan 

ke+sakan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) wajib 
melakukan rehabilitasi. 

Pasal 30 

(3} Setiap orang yang memiliki Laban Pertanian Pangan 
I 

Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya 
kep~da pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan 
terJebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
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(1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan 
I 

oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan 

beikelanjutan. 

(2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang 

kurangnya harus sama dengan nilai jual obyek pajak dan 
I harga pasar. 
I 

(3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak/ 

Pasal 36 

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap 
lahan tang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan ganti rugi. 

Pasal 35 

Bagian Keempat 
Ganti Rugi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan 
dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
selanjJtnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang 

I 
wilayah. 

Pasal 34 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan 
I 

pertanianpangan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 33 

b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang 
I perencanaan pembangunan daerah; 
I c.1erangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang 

pembangunan infrastruktur; 
d. instanei yang tugas dan fungsinya dibidang pertanahan; dan 
e. Jagian yang menangani masalah perekonomian. 
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(1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan 
deJgan dukungan penelitian. 

(2) Pedelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
peJeriritah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, 

I 
(3) Perielitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana 

dirdaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: 
a. pengembangan penganekaragaman pangan; 
b. inden tifikasi dan penetapan kesesuaian lahan; 

c. [emet~an zon~si Ir pertanian pangan berkelanjutan; 
d. 1novas1 pertanian; . 

Pasal 37 

BAB VI 

PENELITIAN 

yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan 
juJa wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan 

peran pangan berkelanjutan. 

(4) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana 
dirJiaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pembiayaan 
perhbangunan infrastruktur dilokasi lahan pengganti. 

(5) BiJya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana 
I , 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan pendanaan 

peJyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran 
Peddapatan dan Belanja Daerah, 

1,5} B I . ·1 . . . . f k b . di ak d t ,, esaran m ai investasi m rastru tur se agaimana rm su 
I 

pada ayat (3) didasarkan pada: 
a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun 

Jada lahan yang dialih fungsikan; dan 
b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada 

-I - - lahan pengganti. 
('7) BeJaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud 

I ... . ,. - . . . .. . 
pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi sesuai dengan 

I peraturan perundang-undangan. 
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(4) Setiap pemilik hak atas tanah yang berkaitan dengan 

perhanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
I berperan serta dalam: 

a. menjaga dart meningkatkan kesuburan tanah; 
b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan ( 

(3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang berkaitan 

deJgan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan 
petkanian pangan berkelanjutan, wajib: 
a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan 
b. mernelihara dan mencegah kerusakan irigasi. 

a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan 
beririgasi dan Iahan tadah hujan; 

b. membudidayakan perikanan darat pada lahan lahan kering; 
·c. membudidayakan petemakan pada lahan kering; 
d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering; 

dan/atau 
e. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah 

dengan topografi yang memungkinkan. 

(1) Se iap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan 
be~kewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan 

I . .pertanian pangan. I . 
(2) Pejanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan dengan: 

Pasal 38 

BAB VII 
PEMANFAATAN 
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·e. fungsi agroklimatologidan hidrologi; 

f. fungsi ekosistem; dan 

g. sosial budaya dan kearifan lokal. 

(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta 
I 

dalam penelitian. 



(1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

b I b . . . errpa pem enan jamman: 
a. rarga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; 
b. memperoleh saran.a produksi dan prasarana pertanian; 
c. lpemasaran hasil pertanian pangan pokok; 
d. lpengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi 

kebutuhan daerah; 

e. \nendukung ketahanan pangan nasional; dan / 

Pasal 41 

Pasal 40 

·Pemeriltah ·daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, 
kl lk Lk . . . . . e ompo petani, operasi petani, serta asosiasr petani. 

BAB VIII 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI 

.(.1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama 
bertanggungjawab menjaga konservasi lahan dan air . 

. (2) KoJservasi Iahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dildJruka....,_ dengan: 

a. metode fisik dengan pengolahan tanah; 
b. lmetode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk 

mengurangi erosidan meningkatkan penyimpananairjdan 
c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk 

1mengawetkan tan.ah dan meningkatkan penyimpanan air. 

Pasal 39 

(5) Setiap orang yang memiliki hak atas tan.ah atau pihak lain 
yadg. berkaitan dengan. pemanfaatan .lahan yang tidak 

I 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

daJ ayat (4) sehingga berdampak terhadap rusaknya lahan, 
I 

wajib memperbaiki kerusakan tersebut. 
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c. memelihara kelestarian lingkungan. 



Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
. . I 

meliputi: 

a. peJguatan kelembagaan petani; 
b. peJyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber 

d I . aya manusia; 
c. peihberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan; 
d. perhberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; 
e. perhbentukan bank bagi petani; 
f. perhberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga 

.J"". d I pei.a.u.1; · an atau 

g. perhberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, 

tek~ologi dan lllforrnasi/ 

Pasal 42 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dibbrikan terhadap gagal panen yang disebabkan oleh bencana 
a1Jn, wabah hama, dan puso yang tidak dapat dihindari oleh 

I . petaru. 

(3) Pelberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

hJus melalui tim verifikasi dengan melibatkan aparat 
perheri.n.ta.han terendah. 

(4) Belarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

seJesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani, 

(5) Pezhbiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud 
I 

pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah, serta 
suihbangan pihak ketiga sesuai dengan peraturan 

I pe,ndangan-undangan. 

(6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
l . . . 

melalui keputusan Bupati. 
I 

(7) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang 
tidlic terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang 
diJtur dalam peraturan perundang- undangan. 
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f. kompensasi akibat gagal panen. 



BABX 
SISTEM INFORMASI 

I Pasal 45 

[I] Pe~erintah daerah menyelenggarakan Sistem lnformasi Lahan 
Pebanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses 

I 
olehmasyarakat. 

(2) Sislem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilbkan secara terpadu dan terkoordinasi. 

(3) Sijtem informasi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutani 

.(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah .ini berada dibawah pembinaan 
dJ. pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

·(2} PeJgendalian Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan 
dillirukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian: 

I 
a. Insentif; 

I 
b. disinsentif; 

I k . . . c. me arusme penzinan: 
d. Jroteksi; dan 

I e. penyuluhan. 
I 

(3) Taia cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan 
peAgendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
di~tur dengan Peraturan Bupati. 

I 

Pasal 44 

BAB IX 

PEMBINAAN, PENGA\VASAN, DAN PENGENDALIAN 

Pasal 43 

Keten!an lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan 
petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan 
Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan danj 

(1) Pembiayaan 
Be lkelanjutan 

Pasal 48 

BAB XI 
PEMBIAYAAN 

Ketentuan Iebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana 
dimaklud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan 

I 
Bupati. 

Pasal 47 

Pasal 46 

Penyjaran informasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 45 
. I 
dilakukan sampai kecamatan dan desa. 

(5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 
dJaksud pada ayat fl) wajib disampaikan setiap tahun 

I . . . 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Bupati. 

(4) Da Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan 
BeJkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang 
iaJ.angnya memuat informasi tentang: 
a. fisik alamiah; 
b. fisik buatan; 

c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi; 
d. status kepemilikan dan/ atau penguasaan; 
e. luas dan lokasi lahan; dan 
f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. 

se ang-kurangnya memuatdata lahan tentang: 

a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; 

b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; 

c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan 
d. tanah telantar dan subyek haknya. 
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d. investasi. 
! 

(3) Perhbiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
I 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
I dengan peraturan perundangan-undangan. 

I 
I 
i 
I 

I BAB XII 

I PERAN SERTA MASYARAKAT 

I 
I Pasal 49 
I 

I 
I 
I 
l 

( l) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan 
I 

Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
I 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
I . i . . . . . . - . 

dapat dilakukan secara perorangan dan/ atau berkelompok. 
I 

(3) PeJan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
. I 

dalam tahapan: 

a. I perencanaan; 
I 

b. I penetapan; 
c. i pengembangan; 

! 
d. I penelitian; 
e. I pengawasan; 
f. J pemberdayaan petani; darr/atau 

g. pembiayaan ( 

I 

I 
I -31- 

I 
Bellnja Daerah Pemerintah Kabupaten dan sumber lain yang 
saJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) PeJbiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Ben~elan1·utan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada I . 
ayat ( 1) dapat diperoleh dari: 
a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha; 
b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/ atau 

masyaralrat; 
c. hibah; dan 



Pasal 53 

PENYIDIKAN 

BAB XIV 

f. I pemulihan fungsi lahan; 
g. jpencabutan intensif; dan/atau 
h. I denda administratif. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan -sanksi dan besarnya 
dedda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

I berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- 
1 undangan. 

I 

I 

I 
(1) Pejkbat Penyidik Pegawai Negeri -Sipil tertentu dilingkungaan 

Pe~erintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
I 
I 

unfuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas 
peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
diaksud dalam kitab Undang-Undang Hulrum Acara Pidana. 

(2) We~enang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

diaksud pada ayat (1) adalah:L 
I 
! 
i 
I 
I 

I 
I 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penutupan lokasi; 
d. ! pencabutan izin; 
e. pembatalan izin; 

Pasal 52 

SANKS! ADMINISTRATIF 

BABXIH 
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I 

I 

I 
I 

I 
I 

l 
I 

{l) Setlap orang yang melanggar ketentuan Pasal 38, dikenalran 
lk . dmini tr tif san st a rs a . 
I 

(2) saAksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
! 

dapat berupa: 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR .f:J 
NOREG PERATU~N DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINS! SULAWESI 

TENGGARA: (12/ 130/2021). 

Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, 1- '; t-loV~k(J- 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

l\t \1 ! 

TAFDI 

BUPATI BOMB /SATUAN KERJA P 
PARAF IKOORDINASI 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, !l-1 Hovtt-A'7e-(t. 2021 

,1 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar s~tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peratu~an Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

I Daerah Kabupaten Bombana. 

Pasal 56 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 
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Tujuan bernegara Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan se16uh turnpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaJkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial". Oleh karena 
itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum 
adalah tanggung jawab negara, baik pemerintah, pemerintahan provmsi 
maupun pemerintah kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut 
adalah terjarninnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga 
merupakan dasar I fundamental hak asasi manusia, Hal ini sejalan dengan 
ketentuan dalam Pasal 28 Adan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara 

I 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 TahJ 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. 

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan tJian Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk 
melindungi kawaian dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, 
mewujudkan kembdirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi 
kepemilikan lahJ pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran 
serta kesejahteraJn petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan 
pemberdayaan pbtani, meningkakan penyediaan lapangan kerja bagi 
kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta 
mewujudkan revitalisasi pertanian. 

Alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan ancaman terhadap 
pencapaian ketahanan, keamanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan 
pangan adalah kondisi erpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin 
dari tersedianya Jangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman/ 

I. UMUM 

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 
NOMOR ( 1, TAHUN 2021 

ATAS 

PENJELASAN 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 I 
I 

Cukup jelas.l 

Pasal 2 

Hurufa 

Yang ldimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk 
memblrikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 
dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa 
depanl 

Hurufb 
Yang ldimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, 
pemrulraatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara( 

merata daan terjangkau. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang 
diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, 
kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan 
kesehatan manusil. 

I 
Sedangkan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang 

secara mandiri da1at menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak 
atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk 
menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber 
daya lokal. 

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi 
pangan, lingkungkn fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan 
perdesaan yang kbhidupannya bergantung pada lahannya. Oleh karena itu, 

I 

diperlukan upaya ~erlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk 
mewujudkan ke~anan, kemandirian dan kedaulatan pangan melalui 
pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. 

I 
Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

I 
Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan, keamanan dan 
kedaulatan pangdn, khususnya di Kabupaten Bombana, serta mencegah 
terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang justru tidak 
produktif. 
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Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan 
keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
BerkJlanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, 
dan Jeseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, 
lingk{ingan, dan kepentingan bangsa dan negara serta 

kemakpuan maksimum daeratif 

-39- 

konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, 

ketahknan, dan kedaulatan pangan nasional dengan 

memJerhatikan generasi masa kini dan masa mendatang. 

Hurufc 

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan 

PeruJian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan 
I 

mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, 
lintasl wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 

Hurufd 
Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanyang 
disele~ggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya 

I 
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 
dengdn Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Hurufe 
Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
disele~ggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah 
Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha 
untuil meningkatkan kesejahteraan petani. 

Huruff 
Yang dimaksud dengan "partisipatif' adalah Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat 
dala.J. perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan Lahan 
Perta:hian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan 

I 
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa 
terkehuali. 

Hurufh 



Pasal 5 
Cukup jelas. I 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Hurufi 
Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" 

adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya 

serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka 
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

Hurufj 
Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di 
daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah. 

Hurufk 
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab negara" adalah 
Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki 
karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap I . 
keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan 

I 
Berkelanjutan. 

Hurufl 
Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan Lahan 
PertaAian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan 

I 
keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan 
ubiJyu. 

Hurufm 
Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan 
Laharl Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan 

I 
fungs~ sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang 
bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya sagu sebagai 
makanan pokok penduduk Kendari dan ubi kayu sebagai 

I makanan pokok penduduk Muna. 



Pasal.Z I 
Ayat (1) I 

Cuktipjelas. 

Ayat (2) 
·Cuktipjelas. 

Ayat (3) 
Cukupjelas. 

Ayat (4) Cukup jelas( 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Huru c 
Yang dimaksud dengan "kawasan lahan marginal" adalah 
.lahan-lahan konversi dimana kesuburan tanah sudah 
berkurang atau lahan kritis yang telah diusahakan 

pengembalian produktifitasnya kurang mendukung. 
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Pasal 6 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Ayat (;;irurelas. 
Hururia 

1cukup 
jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 



Pasal-9 

-Pasal.10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukupjelas., 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup =t 

Cukup jelas. 

I 
I 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pasal 8 
Ayat(.1) 

Cukur jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cuku jelas. 
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Ayat (5) 

Hurufa 

fang dimaksud dengan "unsur Pemerintah Daerah" adalah 

JPerangkat Daerah yang terkait dengan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 
I 

Hurufib 

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" 
adalah instansi vertikal yang terkait dengan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan, 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "masyarakat petani" adalah suatu 
kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di 
wilayahnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 



Pasal 15 

Cukup jelas/ 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukurjelas. 
Ayat (2) 

H4a 
rang dirnaksud dengan "lntensifikasi lahan pertanian 
pangan" .adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian 
1dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan 
lsarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang. 

tepat. 
Huruf b 

I Yang dimaksud dengan "Ekstensifikasi lahan pertanian 
pangan" adalah peningkatan produksi dengan perluasan 
areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum 
diusahakan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "Diversifi.kasi Iahan pertanian 
pangan" adalah usaha untuk penganekaragaman usaha tani 
(diversifikasi horizontal} dan penganekaragaman usaha 
dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha 
produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan 
pemasaran (diversifikasi vertikal). 

Hurufd 
Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi lahan pertanian 
pangan" adalah memperbaiki kembali lahan pertanian 
pangan, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi 
lahan pertanian lahan yang rusak atau kritis. 
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Ayat(4) 

Cukup jelas. 



Ayat (1) 
-Cukup-jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelasf 

Pasal20 

Ayat (3). 

Cukur jelas. 
Ayat(4) 

Cukup jelas. 

Pasal.19 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat-(3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukupjelas .. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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I 
I 

Pasal.16 

Cukup jelas. 



Pasal 28 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2J 

Cukup jelas( 

Pasal 27 

Cukup jelas, 

Pasal·26 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (l) 

Cukur jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat.(3) I 
Cukup jelas. 

Pasal-22 
Ayat (1) 

Cukupjelas. 
Ayat (2) 

·Cukupjelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas . 
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Pasalzl 
Cukup jelas. 



Pasal 36 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelasf 

Pasal-35 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal-33- 
Cukup jelas. 

Pasal 32 

AyaL(.1). 

Cukup jelas. 
Ayat·(2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas . 

Pasal 31 
Ayat (1) 

Cukur jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 30 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 
.Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 29 
Ayat (1) 

· Cukup-jelas. 

Ayat (2) 

·Cukupjelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas , 
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Pasal 40 

Cukup jelas./ 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat·(2) 

Cukup jelas. 
Ayat(3) 

Cukup jelas. 

Ayat(4) 

Cukup jelas . 
. Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

-Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas, 

Ayat.(4)- 

Culrup jelas. 

Ayat-(5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)- 

Cukup jelas , 
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Pasal.44 
Ayat (1) 

Cukupjelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. t 

Pasal42 
Cukup jelas. 

I 
Pasal 43 I 

Cukup jelas·. 

Ayat (3)- 

Cukup jelas. 
Ayat.(4) 

Cukup jelas. 
Ayat-(5). 

Cukup jelas . 
.Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat.(7) 

Cukup jelas. 

-48- 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
pukup jelas. 

Hururib 

1cukup 
jelas. 

Huruflc 

1cukup 
jelas. 

Hurufjd. 

;cukup jelas. 

Hu4e- 
rukup jelas. 

Hurufif 
ang dimaksud dengan "kompcnsasi" adalah ganti rugi. 



Pasal 51 

Cukup jelas., 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 49 
Ayat (1) 

Cukup.jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas . 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Ayat (.1). 
Cukup jelas. 

Ayat(2l I 
Cukup jelas. 

Ayat (3). 

Cukup jelas. 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Ayat (3) 

Cukup.jelas . 
Ayat (4) 

Cukup-jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cuku jelas. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ... I 

Pasa154 
Ayat (1) 

Cukupjelas. 
Ayat (2) 

Pasal 55 C1 jelas, 

Cukupjelas. 
Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 53 
Ayat (_1} 

Cukup jelas . 

. Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat-(3) 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukupjelas , 
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. 

LP2B LCP2B 
LUAS LUASBAKU 

LAH AN LA HAN LA HAN 
WILAYAH SA WAH LA HAN 

NO KECAMATAI KERI NG SA WAH KERI NG 
(Ha) (Ha) SAWAH (Ha) 

(Ha) (Ha) (Ha) 

ii\:~.}!: I f,11.;¥ft'·f11tr:j tJM?t I t-11;1;l , *fJ;tl0ic'~\t I witi1;1~J~Ifillll1iliil§i?1tlUjt . (fI1rrIU~:~1J1!:'.tt }JY.~{Di J .,, :'9;.'' .. 
:r ·: :\ ,- .·:.) ·,· 

1 Kabaena I 10.357 1,4 1,4 25 - 50 

2 Kabaena Utara I 13.297 360,6 · 360,6 30 so 
I 3 Kabaena Selatan 12.920 - - 30 - 50 
I 

4 Kabaena Barat I 3.943 32 32. 20 - - 

5 Kabaena Timur I 12.125 - - 25 - so 
6 I 27.558 391,7 391,7 40 200 Kabaena Tengaf 30 

I 
7 Rumbia I 5.899 364,4 364,4 - - 25 

.· 

8 Mata Oleo I 10.853 586,8 . 586,8 30 - 37 

I 
9 Kep. Masaloka ,aya 266 - - - - - 

10 Rumbia Tengah I 2.111 65,1 65,1 - - - 

11 Rarowatu I 16.681 423,7 423,7 20 100 so 
12 Rarowatu Utara I 23.940 1.895,5 1.895,5 30 so - 

13 Lantari Jaya I 28.501 3.619,5 3.619,5 25 25 20 

14 Mata Usu 
I 

45.617 138,8 138,8 20 - - 

15 Poleang Timur I 10.155 2.836,9 2.836,9 15 - 40 ;J 
! 

LAMPIRAN : PE~TURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 
NOMOR : /2. TAHUN 2021 
TANGGAL : ,;; ,t\OV~Mi~ 2021 
TENTANG · PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 
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TAFD 

16 Poleang Utara 23.727 2.139,7 2.139,7 80 81 75 

17 Poleang Selatan 8.988 3,5 3,5 20 20 

18 PoleangTenggara J 13.351 74,9 74,9 150 100 120 

19 Poleang I 11.539 10 25 

20 Poleang Barat I 32.505 19,8 19,8 75 75 

21 Tontonunu 
I 

13.114 362,1 362,1 50 41 50 

22 Poleang Tengah I 4.169 115 115 25 20 20 

JUMLAH I 331.616 12.106 12.106 4.195 617 1.449 

LP2B LCP2B 
LUAS LUASBAKU 

LAH AN LAH AN LAH AN 
WILAYAH SA WAH LAH AN 

NO KECAMATAN SA WAH KERI NG SA WAH 
(Ha) (Ha) KERING (Ha) 

(Ha) (Ha) (Ha) 
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